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ABSTRAK

Skripsi ini berjudul Penerapan Sanksi Pada Pelaku Tindak Pidana Pasal 4 Huruf
b Angka 2 Jo. Pasal 16 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 Tentang
Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis. Rumusan masalah dalam penelitian ini
yaitu bagaimana penerapan sanksi terhadap pelaku tindak pidana Pasal 4 huruf b
angka 2 undang-undang nomor 40 tahun 2008 dan apakah penerapan sanksi pidana
tersebut dapat mencegah masyarakat untuk tidak melakukan tindak pidana ujaran
kebencian. Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah metode
penelitian normatif yang didukung oleh data empiris. Penelitian ini dengan
menggunakan metode pendekatan Undang-undang, pendekatan konseptual. Adapun
sumber data yang digunakan adalah data-data primer dan sekunder dari sumber data
hukum. Landasan teori yang diigunakan adalah teori penerapan sanksi pidana, teori
pencegahan dan teori tujuan pemidanaan. Bahwa penerapan sanksi terhadap pelaku
tindak pidana Pasal 4 huruf b angka 2 dapat dikenakan sanksi berupa sanksi pidana
penjara paling lama 5(lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.500.000.000.00
(hma ratus Juta ruplah) Bahwa penerapan sanksi yang diatur dalam Pasal 4 huruf b
angka 2 jo. Pasal 16 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2008 dapat mencegah
masyarakat untuk tidak melakukaa tindak pidana tersebut serta pencegahan tindak
pidana secara lebih komprehensif dilakukan dengan cara menggabungkan upaya
dengan sarana penal dan non penal, sehingga masyarakat menghindari untuk
melakukan tindak ujaran kebencian.

Kata Kunci: Penerapan Sanksi, Pasal 4 huruf b angka 2 Undang-undang no 40
tahun 2008, Ujaran kebencian.

Indralaya, 2019

Dr. H. Ruben Achmad,S.H.M.H.
NIP. [95509021981091001

NIP 1965 181991022001
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara yang memiliki kondisi masyarakat yang sangat
pluralisme atau keadaan masyarakat yang majemuk, karena Indonesia terdapat
banyak suku, ras, agama maupun kelompok masyarakat dengan keragaman budaya
dan keyakinan. Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 merupakan dasar Negara yang telah memberikan payung hukum dalam
kehidupan berbangsa dan bernegara dengan kondisi masyarakat yang beragam.

Indonesia merupakan salah satu negara yang menghargai kebebasan
berpendapat atau mengekpresikan gagasan, tetapi kebanyakan dari masyarakat salah
mengartikan maksud dari bebas berpendapat itu sendiri sehingga menjadi kesempatan
bagi sebagian oknum-oknum tertentu untuk melakukan suatu tindak kejahatan seperti
ujaran kebencian terhadap orang atau kelompok yang tidak disukai. Ujaran kebencian
merupakan kriminilitas yang dalam artian lain adalah aksi untuk menghasut orang
lain atau pihak-pihak tertentu, tidak hanya berdasarkan SARA, tetapi juga bisa
berdasarkan disabilitas atau orientasi seksualnya.

Adanya diskriminasi ras dan etnis dalam kehidupan masyarakat dapat menjadi
hambatan bagi hubungan kekeluargaan, persaudaraan, perdamaian, keserasian,

persahabatan, keamanan dan kehidupan bermata pencaharian antar warga negara



yang pada dasarnya hidup berdampingan. Permasalahan ini menjadi dasar
pertimbangan dibuatnya suatu peraturan perundang-undangan untuk mencegah
terjadinya diskriminasi ras dan etnis yaitu Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008
tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis.

Dalam setiap masyarakat terdiri dari berbagai ras, etnis, golongan, suku,
agama, dan kedudukan sosial yang biasa disebut kelompok. Kelompok tersebut ada
yang besar dan kecil, kuat dan lemah, yang kecil dan lemah inilah yang biasa disebut
sebagai minoritas yang rentan diposisikan sebagai obyek politik diskriminasi.
Minoritas ini memiliki satu atau lebih ciri-ciri sebagai berikut!: 1. Adanya perbedaan
ras; 2. Adanya perbedaan kebangsaan; 3. Adanya perbedaan agama; 4. Adanya
perbedaan adat- istiadat.

Permasalahan hukum yang sering kali dihadapi ialah ketika berkaitan dengan
penyampaian informasi, komunikasi secara lisan, khususnya dalam hal pembuktian
dan hal yang berkaitan dengan perbuatan hukum yang dilaksanakan secara lisan
untuk mengungkapkan rasa tidak senang atau melakukan ujaran kebencian. Tindak
pidana penghinaan atau ujaran kebencian (hate speech), penghinaan dan/atau
diskriminatif, serta penyampaian informasi secara lisan yang ditujukan untuk
menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan antar individu atau kelompok

masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antar golongan.

! Jahja junus, Peranakan Idealis; dari Lie Eng Hok Sampai Teguh Karya, Gramedia, Jakarta,
2003, HIm.62.



Berdasarkan dalam Undang-Undang Nomor 40 tahun 2008, dijelaskan bahwa
diskriminasi ras dan etnis adalah segala bentuk pembedaan, pengecualian,
pembatasan, atau pemilihan berdasarkan pada ras dan etnis, yang mengakibatkan
pencabutan atau pengurangan pengakuan, perolehan, atau pelaksanaan hak asasi
manusia dan kebebasan di suatu kesetaraan di dalam bidang sipil, politik, ekonomi,
sosial dan budaya. Ras adalah golongan bangsa berdasarkan ciri-ciri fisik dan garis
keturunan. Etnis adalah penggolongan manusia berdasarkan kepercayaan, nilai,
kebiasaan, adat istiadat, norma, bahasa, sejarah, geografis dan hubungan kekerabatan.
Tindakan Diskriminatif yang telah disebutkan dalam Pasal 4 huruf (a) dan huruf (b)
Undang-Undang Nomor 40 tahun 2008 berupa : a) memperlakukan pembedaan,
pengecualian, pembatasan atau pemilihan berdasarkan pada ras dan etnis, yang
megakibatkan pencabutan atau pengurangan pengakuan, perolehan, atau pelaksanaan
hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam suatu kesetaraan di bidang sipil,
politik, ekonomi, sosial, dan budaya. b) menunjukkan kebencian atau rasa benci
kepada orang karena perbedaan ras dan etnis yang berupa perbuatan: 1) membuat
tulisan atau gambar untuk ditempatkan, ditempelkan, atau disebarluaskan ditempat
umum atau tempat lainnya yang dapat dilihat atau dibaca oleh orang lain; 2)
berpidato, mengungkapkan, atau melontarkan kata-kata tertentu ditempat umum atau
tempat lainnya yang dapat didengar orang lain; 3) mengenakan sesuatu pada dirinya
berupa benda, kata-kata, atau gambar ditempat umum atau tempat lainnya yang dapat

dibaca oleh orang lain; 4) melakukan perampasan nyawa orang, penganiayaan,



pemerkosaan, perbuata cabul, pencurian dengan kekerasan atau perampasan

kemerdekaan berdasarkan diskriminasi ras dan etnis.

Pelanggaran terhadap Pasal 4 huruf a dan b, dengan pasal diatas disebutkan
seperti sebagaimana yang dimaksud diatur pada Pasal 16 sebagai berikut: “ Setiap
orang yang dengan sengaja menunjukkan kebencian atau rasa benci kepada orang lain
berdasarkan diskriminasi ras dan etnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b
angka 1, angka 2, atau angka 3, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima)
tahun dan/atau denda paling banyak Rp.500.000.000.00 (lima ratus juta rupiah)”.
Seseorang dapat dikatakan melakukan tindak pidana ujaran kebencian yang berkaitan
dengan diskriminasi ras dan etnis apabila ia memenuhi unsur-unsur yang sudah

dijelaskan diatas.

Persoalan ujaran kebencian semakin mendapatkan perhatian masyarakat
seiring dengan semakin meningkatnya kepedulian terhadap perlindungan hak asasi
manusia (HAM). Potensi terbesar dan merupakan sumber terbesar pemicu ujaran
kebencian (hate speech) yaitu media sosial maupun secara lisan yang mampu
membuat sebuah perubahan besar yang sering digunakan dalam bidang politik dan
bidang lainnya. Mengungkapkan ujaran kebencian atau melontarkan kata-kata
tertentu ditempat umum dapat membuat sebagian orang merubah pandangannya

tentang apa yang telah didengar.



Seperti kasus perkara No0.1167 K/PID.SUS/2018 atas nama Drs. Alfian
Tanjung telah diduga dalam ceramahnya yang diunggah di Youtube dianggap telah
memfitnah Presiden Ir. Joko Widodo-Ahok sebagai antek PKI atau menunjukkan
kebencian atau rasa benci kepada orang lain berdasarkan diskriminasi ras dan etnis.
Kasus ini dilaporkan ke pihak Kepolisian dan Drs. Alfian Tanjung dijadikan
tersangka telah melanggar Pasal 16 Jo. Pasal 4 huruf b angka 2 Undang-Undang

Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis.>

Contoh kasus perkara yang kedua adalah dalam kasus perkara Nomor
1105/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Utr atas nama Muhammad Fizal Tanong telah melakukan
perbuatan kejahatan, yaitu dengan sengaja menunjukkan kebencian atau rasa benci
kepada orang lain berdasarkan diskriminasi ras dan etnis yang berupa perbuatan
membuat tulisan atau gambar untuk ditempatkan, ditempelkan, atau disebarluaskan di

tempat umum atau tempat lainnya yang dapat dilihat atau dibaca oleh orang lain.

Banyaknya permasalahan yang timbul akibat rasa sentimen, benci atau rasa
tidak suka serta keinginan untuk mengucilkan suatu kaum maka pelaku ujaran
kebencian dapat dijerat dalam pasal 16 Jo. Pasal 4 Huruf b Angka 2 Undang-Undang
Nomor 40 Tahun 2008. Dalam Penjelasan Umum undang-undang ini, diuraikan
bahwa setiap manusia berkedudukan sama dihadapan Tuhan Yang Maha Esa karena

dilahirkan dengan martabat, derajat, hak, dan kewajiban yang sama. Pada dasarnya,

2 Rivki. 2018. Alfian Tanjung: Lepas di kasus PDIP, Dihukum karena Fitnah Jokowi.
https://news.detik.com/berita/4060805/alfian-tanjung-lepas-di-kasus-pdip-dihukum-karena-fitnah-
jokowi. diakses pada 19 Februari 2019



https://news.detik.com/berita/4060805/alfian-tanjung-lepas-di-kasus-pdip-dihukum-karena-fitnah-jokowi
https://news.detik.com/berita/4060805/alfian-tanjung-lepas-di-kasus-pdip-dihukum-karena-fitnah-jokowi

manusia diciptakan dalam kelompok ras atau etnis yang berbeda-beda yang
merupakan hak absolut dan tertinggi dari Tuhan Yang Maha Esa. Dengan demikian,
manusia tidak bisa memilih untuk dilahirkan sebagai bagian dari ras dan etnis
tertentu. Adanya perbedaan hak dan kewajiban antarkelompok ras dan etnis dalam

masyarakat dan Negara.®

Dijelaskan pula bahwa, kondisi masyarakat Indonesia, yang berdimensi
majemuk dalam berbagai sendi kehidupan, seperti budaya, agama, ras dan etnis,
berpotensi menimbulkan konflik. Akhir-akhir ini di Indonesia sering muncul konflik
antar ras dan etnis yang diikuti dengan pelecehan, perusakan, pembakaran,
perkelahian, pemerkosaan, dan pembunuhan. Konflik tersebut terus muncul karena
adanya ketidakseimbangan hubungan di dalam masyarakat, baik dalam hubungan
sosial, ekonomi, maupun dalam hubungan kekuasaan. Konflik tersebut tidak hanya
merugikan kelompok-kelompok masyarakat yang terlibat konflik, tetapi juga
merugikan masyarakat secara keseluruhan yang tidak mengetahui sebab musabab dari
konflik yang sedang terjadi. Hal itu juga dapat mengganggu hubungan kekeluargaan,
persaudaraan, persahabatan, perdamaian, dan keamanan di dalam suatu negara, serta

menghambat hubungan persahabatn antarbangsa.

Tujuan dari penerapan sanksi pada Pasal 4 huruf b angka 2 dapat mengarah

pada 3 aspek yaitu: 1) aspek untuk mencapai tujuan pemidanaan, 2) aspek perubahan,

% Ruslan Renggong, Hukum Pidana Khusus, PT. Belabat Dedikasi Prima, Jakarta, 2017, him.
256



3) aspek pencegahan. Atas dasar pemikiran yang telah diuraikan diatas, maka penulis
tertarik untuk mengkaji, menganalisis masalah ini dalam skripsi yang berjudul: ¢
Penerapan Sanksi Pada Pelaku Tindak Pidana Pasal 4 Huruf b Angka 2 Jo.
Pasal 16 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 Tentang Penghapusan

Diskriminasi Ras dan Etnis”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penerapan sanksi terhadap pelaku tindak pidana Pasal 4 huruf b
Angka 2 Jo. Pasal 16 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 Tentang
Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis?

2. Apakah penerapan sanksi pidana tersebut dapat mencegah masyarakat untuk

tidak melakukan tindak pidana ujaran kebencian?

C. Tujuan Penelitian
1. Untuk mengetahui atau menjelaskan penerapan sanksi pada pelaku
tindak pidana Pasal 4 Huruf b Angka 2 Jo. Pasal 16 Undang-Undang
Nomor 40 Tahun 2008
2. Untuk mengetahui apakah masyarakat tercegah untuk tidak melakukan

tindakan ujaran kebencian.



D. Manfaat Penelitian
1. Manfaat Teoritis
Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemikiran-
pemikiran dari perkembangan ilmu pengetahuan dalam bidang hukum
pidana khususnya tentang penerapan sanksi pada pelaku tindak pidana
Pasal 4 Huruf b Angka 2 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008.
2. Manfaat Praktis
Hal ini diharapkan dapat berguna bagi pihak yang berpentingan dalam
mencari bahan bacaan atau sebagai bentuk sumbangan pemikiran dan
masukan bagi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
E. Ruang Lingkup
Penelitian yang dilakukan ini merupakan penelitian hukum dalam
bidang hukum pidana dengan fokus mengenai Tinjauan Yuridis Terhadap
Tindak Pidana ujaran kebencian dalam Pasal 4 Huruf b Angka 2 Undang-
Undang Diskriminasi Ras dan Etnis. Untuk mendapatkan gambaran yang
lebih jelas dan menyeluruh mengenai pembahasan skripsi ini, maka dari itu
penulis hanya membatasi pada masalah Bagaimana penerapan sanksi untuk
pelaku tindak pidana yang telah menyebarkan ujaran kebencian dan apa

dampak dari ujaran kebencian terhadap masyarakat.



F. Kerangka Teori
Teori yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :
1.  Teori Penerapan Sanksi Pidana
Sanksi pidana adalah suatu hukuman yang berupa sebab akibat, sebab
adalah kasusnya dan akibat merupakan hukumnya, orang yang terkena akibat
akan mendapatkan sanksi baik masuk penjara maupun terkena hukum lain
dari pihak yang berwajib. Sanksi pidana merupakan jenis sanksi yang bersifat
nestapa yang dikenakan terhadap pelaku perbuatan pidana atau melakukan
tindak pidana yang dianggap dapat mengganggu kepentingan hukum. Sanksi
pidana merupakan suatu jaminan untuk memulihkan keadaan perilaku yang
semula dari pelaku kejahatan, namun tidak jarang pula bahwa sanksi pidana
diciptakan sebagai suatu ancaman dari kebebasan manusia itu sendiri.
Menurut E.Utrecht pengertian tindak pidana dengan istilah peristiwa
pidana yang sering juga disebut delik, karena peristiwa itu suatu perbuatan
(handelen atau doen positif) atau suatu melakukan (natalennegatif), maupun
akaibatnya keadaan yang ditimbulkan karena perbuatan atau melalaikan itu.
Tindak pidana adalah suatu pengertian dasar dalam hukum pidana, tindak
pidana adalah pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah kejahatan atau

perbuatan yang diartikan sebagai kriminologis. Barda Nawawi Arief
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berpendapat bahwa tindak pidana memiliki 2 (dua) unsur yakni unsur

subjektif dan unsur objektif.*

Unsur subjektif dari suatu tindak pidana diantaranya adalah:

1.

2.

Kesengajaan atau ketidaksengajaan (dolus atau culpa),

Maksud atau voornemen pada suatu percobaan atau pogging
seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat 1 KUHP,
Macam-macam maksud atau oogmerk seperti yang terdapat pada
Kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-
lain,

Merencanakan terlebih dahulu atau voorbedachte raad seperti
yang terdapat pada kejahatan pembunuhan Pasal 340 KUHP,

Rasa takut antara lain seperti yang terdapat dalam rumusan tindak

pidana menurut Pasal 380 KUHP.

Unsur objektif dari suatu tindak pidana itu adalah:

1.

2.

Sifat melanggar hukum atau wederrechtelicjkheid,

Kualitas dari si pelaku, misalnya keadaan sebagai seorang pegawai
negeri di dalam kejahatan jabatan menurut Passal 415 KUHP atau
keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu Perseroan

Terbatas di dalam kejahatn menurut Pasal 398 KUHP,

4 P.A.F. Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Citra Aditya Bakti, Jakarta,

1997, him.193
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3. Kausalitas yakni hubungan antara suatu tindak pidana sebagai
penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.
Menurut R. Tresna tindak pidana terdiri dari unsur-unsur yaitu
sebagai berikut:
a. Perbuatan/rangkaian perbuatan
b. Yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan
c. Diadakan tindakan penghukuman.

Jadi, menurut penjelasan diatas bahwa penerapan sanksi pidana itu
dapat dilakukan apabila telah memenuhi syarat atau unsur-unsur yaitu unsur
subjektif dan unsur objektif.

Prof. Van Hamel menyatakan bahwa pidana menurut hukum positif
dewasa ini adalah suatu penderitaan yang bersifat khusus yang telah
dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang untuk menjatuhkan putusan atas
nama negara sebagai penanggung jawab dari ketertiban hukum umum bagi
seseorang pelanggar, yakni semata-mata karena orang tersebut telah
melanggar suatu peraturan hukum yang harus ditegakkan oleh negara.®
2. Teori Pencegahan

Teori pencegahan kejahatan sebagai suatu usaha yang meliputi segala
tindakan yang mempunyai tujuan khusus untuk memperkecil ruang lingkup

kekerasan dari suatu pelanggaran baik melalui pengurangan ataupun melalui

him.21

® Tolib Setiady, Pokok-Pokok Hukum Penitensier Indonesia, Alfabeta, Bandung. 2010,
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usaha-usaha pemberian pengaruh kepada orang-orang yang potensial dapat
menjadi pelanggar serta kepada masyarakat umum. Untuk memahami konsep
dari pencegahan kejahatan, maka kita tidak boleh terjebak pada makna dari
kejahatan, melainkan pada kata pencegahan. Freeman (1992) mencoba
membongkar konsep dari pencegahan (prevention) dengan memecahkannya
menjadi dua bagian, yaitu prediksi (prediction) dan intervensi (intervention).
Hal ini juga menurut pendapat Daniel Gilling bahwa untuk mencegah
terjadinya sesuatu hal kejahatan, yang pertama harus dilakukan adalah
memprediksi kemungkinan dari tempat dan waktu terjadinya, dan kemudian
menerapkan intervensi yang tepat pada titik perkiraannya.

Pada dasarnya, pencegahan kejahatan tidak memiliki definisi baku
antara pakar satu dengan yang lainnya. Namun, inti dari pencegahan kejahatan
adalah untuk menghilangkan atau mengurangi kesempatan terjadinya
kejahatan. Menurut Ekblom berpendapat bahwa pencegahan kejahatan sebagai
suatu intervensi dalam penyebab peristiwa pidana dan secara teratur untuk
mengurangi resiko terjadinnya dan/atau keseriusan potensi dari konsekuensi
kejahatan. Definisi itu ditujukan pada kejahatan dan dampaknya terhadap baik
individu maupun masyarakat.

Adapun pendekatan dalam pencegahan kejahatan menurut Awaloedin
ada 3 (tiga) pendekatan. Tiga pendekatan itu adalah pendekatan secar social

(social crim prevention), pendekatan situsional (situational crime prevention),
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dan pencegahan kejahatan berdasarkan dengan komunitas atau masyarakat
(community based crime prevention).
3. Teori Tujuan Pemidanaan
Menentukan tujuan pemidanaan menjadi persoalan yang cukup
dilematis, terutama dalam menentukan apakah pemidanaan ditujukan untuk
melakukan pembalasan atas tindak pidana yang terjadi atau merupakan
tujuan yang layak dari proses pidana, yakni pencegahan tingkah laku yang
anti sosial. Menentukan titik temu dari dua pandangan tersebut jika tidak
berhasil dilakukan memerlukan formulasi baru dalam sistem atau tujuan
pemidanaan dalam hukum pidana.®
Terdapat lima tujuan dari pemidanaan, yaitu:
1. Retribution (pembalasan)
Teori retribution memandang bahwa pemidanaan merupakan
pembalaasan atas kesalahan yang telah dilakukan sehingga berorientasi
pada perbuatan dan terletak pada tejadinya kejahatan itu sendiri. Teori
ini mengedepakan bahwa sanksi dalam hukum pidana dijatuhkan
semata-mata karena orang telah melakukan sesuatu kejahatan yang

merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan

& Zainal Abidin, Pemidanaan Pidana dan Tindakan dalam Rancangan KUHP: Position
Paper Advokasi RUU KUHP Seri 3, Jakarta:ELSAM, 2005. HIm. 10
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kepda orang yang melakukan kejahatan, sehingga sanksi bertujuan
untuk memuaskan tuntutan keadilan.’

Teori ini dipengaruhi oleh pandangan retributif (retributive view), yang
memandang bahwa pemidanaan hanya sebagai pembalasan terhadap
kesalahan yang telah dilakukan atas dasar tanggung jawab moralnya
masing-masing, atau pandangan yang bersifat melihat kebelakang.

. Deterrence (pencegahan)

Teori deterrence memandang bahwa pemidanaan bukan sebagai
pembalasan atas suatu kesalahan pelaku akan tetapi merupakan sarana
mencapai tujuan yang bermanfaat untuk melindungi masyarakat dan
mencegah melakukan kejahatan menuju kesejahteraan masyarakat.
Sanksi ditekankan pada tujuannya, yakni untuk mencegah agar orang
tidak melakukan kejahatan, maka bukan bertujuan untuk pemuasan
absolut atas keadilan.

Teori ini dipengaruhi oleh pandangan utilitarian (utilitarian view), yang
memandang bahwa pemidanaan dari segi manfaat atau kegunaannya
dimana dilihat dari situasi atau keadaan yang ingin dihasilkan dengan
dijatuhkannya pidana tersebut. Di satu pihak, pemidanaan dimaksudkan
untuk memperbaiki sikap atau tingkah laku terpidana dan di pihak lain
pemidanaan juga dimaksudkan untuk dapat mecegah orang lain dari

kemungkinan ingin melakukan perbuatan yang serupa.

7 Zainal Abidin, Pemidanaan Pidana dan Tindakan dalam Rancangan KUHP, him.11
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Dari tujuan pidana untuk pencegahan kejahatan ini dapat dibedakan

menjadi beberapa istilah, yaitu:

a. Prevensi special (speciale preventie) atau Pencegahan Khusus
Bahwa pengaruh pidana ini ditujukan kepada terpidana, karena
prevensi khusus ini menekankan tujuan pidana agar terpidana tidak
mengulangi kejahatan, dan pidana ini berfungsi untuk mendidik dan
dapat merubah terpidana untuk menjadi orang yang baik di mata
masyarakat dan berguna bagi masyarakat sesuai dengan harkat dan
martabatnya.

b. Prevensi General (Generale Preventie) atau Pencegahan Umum
Penceghan umum ini menekankan pada tujuan pidana adalah untuk
mempertahankan ketertiban masyarakat dari gangguan orang yang
ingin berbuat jahat. Pengaruh pidana ini ditunjukan kepada
masyarakat pada umumnnya yang dimaksud untuk menakut-nakuti
agar tidak dapat melakukan tindak pidana.

Rehabilitation

Tujuan utama dari hukuman adalah untuk mengubah pelaku menjadi

anggota yang taat hukum dan menjadi masyarakat yang produktif.

Model rehabilitasi ini menganjurkan bahwa sanksi seharusnya

digunakan untuk mengubah apa yang dapat menyebabkan pelaku

melakukan kejahatan.
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Incapacitation (inkapasitasi/pelemahan)

Pembenaran inkapasitasi sebagai hukuman mengacu pada pemikiran
bahwa kemampuan pelaku untuk melakukan kejahatan perlu untuk
dilemahkan atau dihapus. Paradigma inkapasitasi dapat diartikan
sebagai upaya untuk menghilangkan kemampuan seseorang untuk
dapat melakukan kejahatan. Inkapasitasi merupakan paradigma
hukuman yang berada pada transisi antara penghukuman yang bersifat
reaktif dan proaktif. Bentuk dari inkapasitasi yang paling banyak
digunakan adalah pemenjaraan. Tindakan pemenjaraan ini merupakan
tindakan yang membatasi kemerdekaan pelaku sebagai upaya untuk
mencegah pelaku tidak melakukan kejahatan lagi.

Tujuan dari inkapasitasi adalah untuk menjauhkan pelaku dari
masyarakat yang bertujuan untuk mencegah mereka yang dianggap
dapat mengancam orang lain. Maksud dari teori ini adalah terdapat
individu kriminal yang cenderung tidak dapat dicegah atau cukup
hanya di rehabilitasi.

Restoration

Restorasi menekankan pada kerugian yang disebebakan kepada korban
kejahatan dan membutuhkan pelaku kejahatan untuk terlibat dalam
restitusi keuangan dan pelayanan masyarakat untuk mengkompensasi
korban dan masyarakat untuk dapat membuat mereka utuh kembali.

Pendekatan keadilan restorative ini mengakui bahwa kebutuhan korban
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sering diabaikan dalam sistem peradilan pidana. Pendekatan ini juga
dirancang untuk dapat mendorong pelaku untuk mengembangkan rasa
tanggung jawab individu dan menjadi anggota masyarakat yang
berguna atau bertanggung jawab. Tujuan dari teori ini adalah restorasi
komunitas yang dapat menjadikan rasa aman dan damai dari korban
dan pelaku dengan diselesaikannya konflik diantara keduanya.
Pemidanaan dapat diartikan sebagai tahap sanksi dan pemberian sanksi.
Pemidanaan merupakan suatu tindakan terhadap seorang penjahat yang
dibenarkan agar penjahat tersebut tidak melakukan kejahatan itu lagi dan
menjadi pelajaran bagi masyarakat lan agar tiadk melakukan sebuah

tindakan kejahatan.®

G. Metode Penelitian
Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah:
1. Jenis penelitian
Jenis Penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian yuridis
normatif yang didukung oleh data empiris. Penelitian yuridis normatif yaitu
mengumpulkan data-data pustaka, membahas doktrin-doktrin, asas-asas
dalam ilmu dan segala sumber yang berhubungan dengan skripsi. °

Penelitian yuridis normatif ini bermaksud pada permasalahan hukum yang

8 Andi Hamzah, Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia, Jakarta, 1993, him. 36
® Soejono Soekanto dan Sri Mamudji, 2012. Penelitian Hukum Normatif. Jakarta. Raja
Grafindo. HIm.33
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menjadi objek kajian analisis berdasarkan pada sumber-sumber berupa
peraturan perundang-undangan yang berlaku, teori-teori hukum dan
pendapat para pakar hukum yang termuka.
2. Pendekatan Penelitian
Dalam penulisan skripsi ini digunakan pendekatan yuridis normatif,
Yuridis normatif yaitu pendekatan yang dilakukan dengam cara
mempelajari perundang-undangan, teori-teori dan sumber-sumber yang
berhubungan dengan permasalahan. Memecahkan suatu isu hukum melalui
penelitian hukum memerlukan pendekatan-pendekatan tertentu sebagai
dasar pijakan untuk menyusun argument yang tepat. Adapun macam-
macam pendekatan yang digunakan pada tulisan ini yaitu pendekatan
perundang-undangan (statute apporch) dan pendekatan kasus (case
apporch).
1) Pendekatan perundang-undangan (statute apporch)

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan

perundang-undangan Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah

semua peraturan perundang-undangan yang bersangkut paut dengan

permsalahan (isu hukum) yang sedang dihadapi.

2) Pendekatan kasus (case apporch)
Pendekatan ini dilakukan dengan melakukan telaah kasus-kasus
yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi. Kasus-kasus yang

ditelaah merupakan kasus yang telah memperoleh putusan
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pengadilan berkekuatan hukum tetap. Pendekatan kasus (case
apporch) yang digunakan pada penulisan ini yaitu Pasal 4 Huruf b
Angka 2 Jo. Pasal 16 UU Nomor 40 Tahun 2008.
3. Sumber Bahan Hukum Penelitian
Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri
bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.
Adapun bahan-bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah
sebagai berikut:°
a. Bahan Hukum Primer
Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, Kitab Undang-
Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Acara Hukum
Pidana (KUHAP), catatan-catatan resmi, atau risalah didalam
pembuatan peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.
Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah:
1) Perundang-undangan
2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
3) Putusan Kejaksaan Negeri Tanjung Perak Nomor: 1167
K/P1D.SUS/2018
4) Putusan Pengadilan Negeri  Jakarta  Utara  Nomor:

1105/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Utr

10 peter Mahmud Marzuki, Op. Cit. him. 141
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b. Bahan Hukum Sekunder
Bahan hukum sekunder sebagai pendukung dari data yang digunakan
dalam penelitian ini yaitu buku-buku teks yang ditulis para ahli hukum,
hurnal hukum, artikel, dan sumber lainnya yang memiliki korelasi
untuk mendukung penelitian ini.
c. Bahan Hukum Tersier
Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun
penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Dalam
penelitian ini penulis menggunakan kamus hukum dan internet sebagai
bahan hukum tersier dalam penelitian ini.
4. Teknik Pengumpulam Bahan Hukum
Adapun teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini adalah
studi pustaka, yaitu melakukan penelusuran bahan-bahan hukum dengan
cara membaca, melihat, mendengarkan, maupun dilakukan penelusuran
dengan melalui internet.!
5. Teknik Pengelolaan Bahan Hukum
Setelah memperoleh bahan-bahan hukum dari hasil penelitian kepustakaan,
maka dilakukan pengolahan bahan-bahan hukum yang didapatkan dengan

cara mengadakan sistematisasi terhadap bahan hukum tertulis. Sistemisasi

11 Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, op.cit,. him. 160.
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disini berarti membuat suatu klarifikasi terhadap bahan-bahan hukum untuk
mempermudah pekerjaan analitis dan kontruksi.!2

6. Teknik Analisis Bahan Hukum
Data yang telah diproleh dari hasil ini disusun dan dianalisis kualitatif,
kemudian selanjutnya data tersebut diuraikan secara deskriptif guna
memperoleh gambaran yang dapat dipahami secara jelas dan terarah untuk

menjawab permasalahan yang diteliti.*®

12 Sperjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: Ul Press, 2007, him. 251
3 1bid, him.182
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